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di Tempat

Menindaklanjuti Inpres Nomor 4 tahun 2022 dalam rangka Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan rilis angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
Tahun 2024 oleh BPS, bersama ini kami mengundang Bapak/lbu hadir pada Rapat
Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024
untuk Regional 1 yang akan dilaksanakan pada:

Hari,tanggal : Senin, 05 Agustus 2024
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai (Rundown Kegiatan terlampir)
Tempat : Ruang Heritage, Kemenko PMK

JI. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat 10110
Link Daring . (Disampaikan dalam kesempatan pertama)

Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi
narahubung Sdr. Setio (0896-3577-4150) dan Kosala Sanityasa (0812-5216-7843)
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu Kepala Daerah,
kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial,

Prof. Nunung Nuryartono

Tembusan Yth:
1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN
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Lampiran 1
Nomor : 1960/D-I/KPS.00.00/07/2024
Tanggal : 19 Juli 2024

DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG

Pemerintah Provinsi Wilayah Sumatera Untuk Hadir Luring dengan 1 Orang
Pendamping

Gubernur Aceh

Gubernur Sumatera Utara
Gubernur Sumatera Barat
Gubernur Riau

Gubernur Jambi

Gubernur Sumatera Selatan
Gubernur Bengkulu

No o~ ODdE

Pemerintah Kota Kabupaten Wilayah Sumatera Untuk Hadir Luring dengan 1 Orang
Pendamping

Bupati Simeulue

Bupati Aceh Singkil
Bupati Aceh Timur
Bupati Aceh Tengah
Bupati Aceh Besar
Bupati Pidie

Bupati Aceh Barat Daya
Bupati Gayo Lues
Bupati Nagan Raya
Bupati Aceh Jaya

. Bupati Bener Meriah

. Bupati Pidie Jaya

. Walikota Sabang

. Walikota Langsa

. Walikota Lhokseumawe
. Walikota Subulussalam
. Bupati Nias

Bupati Mandailing Natal
Bupati Tapanuli Selatan
Bupati Tapanuli Tengah
. Bupati Labuhan Batu

. Bupati Simalungun
Bupati Dairi

Bupati Nias Selatan
Bupati Samosir

26. Bupati Batu Bara
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27. Bupati Padang Lawas

28. Bupati Nias Utara

29. Bupati Nias Barat

30. Walikota Sibolga

31. Walikota Tanjung Balai

32. Walikota Tebing Tinggi

33. Walikota Padangsidimpuan
34. Walikota Gunungsitoli

35. Bupati Kepulauan Mentawai
36. Bupati Sijunjung

37. Bupati Padang Pariaman
38. Bupati Solok Selatan

39. Walikota Padang Panjang
40. Bupati Indragiri Hulu

41. Bupati Pelalawan

42. Bupati Rokan Hulu

43. Bupati Kepulauan Meranti
44. Bupati Merangin

45. Bupati Sarolangun

46. Bupati Tanjung Jabung Timur
47. Bupati Jambi

48. Bupati Sungai Penuh

49. Bupati Ogan Komering llir
50. Bupati Muara Enim

51. Bupati Lahat

52. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
53. Bupati Musi Rawas Utara
54. Walikota Palembang

55. Bupati Bengkulu Selatan
56. Bupati Rejang Lebong

57. Bupati Kaur

58. Bupati Seluma

59. Bupati Mukomuko

60. Bupati Kepahiang

61. Walikota Bengkulu

Pemerintah Kota Kabupaten Wilayah Sumatera Untuk Hadir Daring

Bupati Aceh Selatan
Bupati Aceh Tenggara
Bupati Aceh Barat
Bupati Bireuen

Bupati Aceh Utara
Bupati Aceh Tamiang
Walikota Banda Aceh
Bupati Tapanuli Utara

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN

©NO O~ WNE



9. Bupati Toba Samosir

10. Bupati Asahan

11. Bupati Karo

12. Bupati Deli Serdang

13. Bupati Langkat

14. Bupati Humbang Hasundutan
15. Bupati Pakpak Bharat

16. Bupati Serdang Bedagai
17. Bupati Padang Lawas Utara
18. Bupati Labuhan Batu Selatan
19. Bupati Labuhan Batu Utara
20. Walikota Pematang Siantar
21. Walikota Medan

22. Walikota Binjai

23. Bupati Pesisir Selatan

24. Bupati Solok

25. Bupati Tanah Datar

26. Bupati Agam

27. Bupati Lima Puluh Kota
28. Bupati Pasaman

29. Bupati Dharmasraya

30. Bupati Pasaman Barat

31. Walikota Padang

32. Walikota Solok

33. Walikota Sawah Lunto

34. Walikota Bukittinggi

35. Walikota Payakumbuh

36. Walikota Pariaman

37. Bupati Kuantan Singingi
38. Bupati Indragiri Hilir

39. Bupati Siak

40. Bupati Kampar

41. Bupati Bengkalis

42. Bupati Rokan Hilir

43. Walikota Pekanbaru

44. Walikota Dumai

45. Bupati Kerinci

46. Bupati Batang Hari

47. Bupati Muaro Jambi

48. Bupati Tanjung Jabung Barat
49. Bupati Tebo

50. Bupati Bungo

51. Bupati Ogan Komering Ulu
52. Bupati Musi Rawas

53. Bupati Musi Banyuasin
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63.
64.
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Bupati Banyu Asin

Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Bupati Ogan llir

Bupati Empat Lawang

Bupati Penukal Abab Lematang llir
Walikota Prabumulih

Walikota Pagar Alam

Walikota Lubuklinggau

Bupati Bengkulu Utara

Bupati Lebong

Bupati Bengkulu Tengah



Lampiran 2

Nomor : 1960/D-1/KPS.00.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

Tentative Rundown
Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Regional 1

Senin, 05 Agustus 2024

Waktu Durasi Agenda

Pembicara

Moderator

08.30-09.00 | 30 mnt | Registrasi Peserta

Panitia

09.00-09.15 | 25 mnt | Pengantar

1. Menko Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

5. Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

*masing-masing Kementerian
diberikan waktu 5 menit untuk
memberi arahan

09.25-13.25 | 180 mnt | Persentasi dan
dialog:

1. Gubernur
2. Bupati

3. Walikota

Provinsi Aceh

Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Riau

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Bengkulu

Bupati dan Walkota yang
hadir.

NGO R~WOWNE

*masing-masing Gubernur
diberikan waktu menyampaikan
paparan selama 10 menit, dan
bisa ditambahkan oleh
Bupati/Walikota bila diperlukan.

13.25-13.30 | 5 menit | Kesimpulan dan
Penutup

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Total durasi 210 menit (3 jam 30 menit)

Tempat:
1. Luring: Ruang Heritage Kemenko PMK
2. Daring melalui Zoom Meeting

e Zoom meeting ID

e Password
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(KERANGKA ACUAN KERJA)
RAPAT KOORDINASI REGIONAL UPAYA PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 2024

|. LATAR BELAKANG

Penanggulangan kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem merupakan kerja jangka
panjang yang menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas
2045. Pada tahun 2023 terdapat 9,36% (25,90 juta jiwa) Penduduk Hidup Dibawah
Garis Kemiskinan Nasional dan 1,12% (3,1 juta jiwa) Penduduk Hidup Dibawah Garis
Kemiskinan Ekstrem. Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas di Jakarta tanggal 4 Maret
2020 menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai 0%.
Pernyataan ini kemudian ditegaskan Kembali pada Pidato Kenegaraan dalam
Penyampaian RUU APBN tahun 2022 dan Nota Keuangan 16 Agustus 2021. Target ini
dipercepat 4 tahun lebih awal dari target yang ditetapkan dalam SDGs. Dalam
mewujudkan upaya tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang memperhatikan
karakteristik setiap daerah serta implementasi kerja sama yang kuat dari multi-sektor
tingkat nasional hingga daerah.

o
| Sy
X

$ ’{M:}; 6 Provinsi
7 Provinsi Y p _ 81 Kota/Kabupaten
& 5
-~ b

125 Kota/Kabupaten 5 .
e b . (< d
Regional 4 A
f 0 N .

b N
9 Provinsi 050 Juta n =
135 Kota/Kabupaten ' | 8Provinsi |-

@ -7, 63 Kota/Kabupaten

Regional 1

Regional 5

Regional 2

WP 0.19Juta

8 Provinsi 3,13 Juta
110 Kota/Kabupaten

Keterangan :
Region
Jumlah keluarga desil 1 (juta keluarga)

Jumlah Provinsi dan Kabupaten Kota

Pasca terbitnya Inpres 4/2022 upaya keterpaduan dan ketepatan sasaran serta sinergi
melalui ketiga strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan, serta
pengurangan kantong kemiskinan semakin intensif dilakukan baik oleh
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan non pemerintah. Penggunaan data
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi bagian yang

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN



memperkuat keterpaduan dari sisi lokasi dan sasaran. Tercatat 28
kementerian/Lembaga yang memiliki program telah menggunakan data P3KE serta
seluruh provinsi dan kabupaten/kota secara massif mempertajam sasaran dengan
menggunakan data P3KE. Dilakukan pula penyesuaian regulasi untuk penggunaan
anggaran APBN, APBD, dan APBD desa yang mengatur penggunaan untuk prioritas
upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sejak diterbitkannya Inpres 4/2022 hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya untuk
menekan angka kemiskinan ekstrem. Pada November 2023 telah diberikan Insentif
Fiskal (IE) Tahun Berjalan untuk kategori kemiskinan ekstrem bagi Pemerintah daerah
yang dinilai mempunyai kinerja yang baik dalam melakukan upaya PPKE. Terdapat 118
pemerintah Kota/Kabupaten dan 7 Pemerintah Provinsi yang memperoleh insentif fiskal
pada November 2023. Pada tahun 2024 Insentif Fiskal kategori Kemiskinan Ekstrem
tetap diberikan dan alokasi anggarannya diberikan tambahan untuk lebih memacu
pemerintah daerah melakukan Langkah-langkah percepatan PPKE.

Upaya-upaya koordinasi yang intensif juga terus dilakukan, diantaranya melalui
kegiatan Forum Konsolidasi Nasional dan Daerah. Forum Konsolidasi Nasional telah
dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Pada Bulan Maret 2024 juga
telah dilaksanakan Forum Konsolidasi Daerah khusus untuk Pulau Papua yang
dilaksanakan di Kota Sorong dan Kota Jayapura. Forum Konsolidasi Daerah tersebut
dimaksudkan untuk melakukan percepatan distribusi data P3KE di Pulau Papua, dan
sekaligus merumuskan Langkah-langkah percepatan untuk propinsi dan kabupaten di
Pulau Papua pasca ditetapkannya propinsi-propinsi baru.

Upaya keterpaduan dan sinergi membuahkan hasil yang positif, yaitu angka kemiskinan
ekstrem pada Maret 2024 secara Nasional mencapai 0,83% atau turun 0,30 persen
poin dari tahun 2023. Namun demikian, penurunan tersebut mengalami kelambatan
dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada Maret 2022 ke Maret 2023, yaitu
sebesar 0,92 persen poin.

Mengingat rentang waktu untuk mencapai target 0% pada tahun 2024 tersisa beberapa
bulan, maka diperlukan penguatan keterpaduan upaya percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem pada seluruh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan
lainnya. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan “Rapat Koordinasi Regional Upaya
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024” dalam memperkuat sinergi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam
upaya PPKE.

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
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. TUJUAN
Adapun tujuan terselenggaranya kegiatan ini adalah untuk:

1. Melakukan evaluasi dan penguatan program dan kebijakan yang ada untuk
memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya di lapangan.

2. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan lainnya guna mencapai target nasional.

3. Meningkatkan ketepatan pensasaran program melalui penggunaan data P3KE yang
terus dimutakhirkan dan penyesuaian regulasi yang mendukung prioritas
penghapusan kemiskinan ekstrem.

lIl. LINGKUP KEGIATAN

Acara dilakukan secara daring dan luring dalam beberapa sesi pada hari yang berbeda.
Lingkup kegiatan Roadshow Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2024, meliputi: (1) Pemaparan Narasumber; (2) Laporan setiap Pemerintah Daerah
dalam melakukan upaya PPKE; (3) Diskusi strategi upaya penghapusan kemiskinan
ekstrem.

IV. PESERTA

Peserta Rakor Regional Upaya PPKE 2024 adalah Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah seluruh Indonesia yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah. Peserta
akan dibagi dua, yaitu:

1. Peserta Luring (offline): provinsi, kabupaten dan kota yang angka kemiskinannya
masih di atas 1 persen dan cenderung mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 38
Pemerintah Provinsi dan 259 Pemerintah Kota/Kabupaten;

2. Peserta daring (online): kabupaten dan kota yang angka kemiskinannya sudah
di bawah 1 persen yaitu sebanyak 225 Pemerintah Kota/Kabupaten.

V. ANGGARAN

Adupun anggran kegiatan ini bersumber dari Anggaran Kemenko PMK dan Pemerintah
Daerah.
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VI. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan PPKE di 5 (lima)

wilayah/region dilaksanakan pada tanggal 5 sd. 9 Agustus 2024, dengan rincian waktu
pelaksanaan sebagai berikut:

arwnE

Senin, 5 Agustus 2024 untuk Regional 1
Selasa, 6 Agustus 2024 untuk Regional 2
Rabu, 7 Agustus 2024 untuk Regional 3
Kamis, 8 Agustus 2024 untuk Regional 4
Jumat, 9 Agustus 2024 untuk Regional 5

VIl. PANDUAN PENYUSUNAN BAHAN BAGI PEMDA

Untuk mengoptimalkan waktu presentasi dan laporan oleh masing-masing Pemerintah
Daerah maka substansi bahan dapat disusun sebagai berikut:

1.

ok

Kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (slide ke-1)
e Termasuk kondisi kelompok rentan (misalnya: disabilitas dan lansia)

2. Pemanfaatan data P3KE dalam upaya PPKE (slide ke-2)
3.

Inovasi program dan kegiatan PPKE (slide ke-3)

e Contoh inovasi dapat berupa program pada kelompok rentan, pelaksanaan
JKN, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kantong kemiskinan

Tantangan dan solusi (slide ke-4)

Harapan kepada Pemerintah Pusat (slide ke-5)

Bahan yang disampaikan maksimal 7 slide, terdiri dari 1 slide cover (pembuka), 5 slide
subtansi, dan 1 slide penutup. Apabila terdapat substansi lain yang dirasa penting maka
dapat dituangkan pada lampiran setelah slide penutup.

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
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VIII.

RINCIAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan akan dilaksanakan dalam 5 sesi selama 5 hari kerja. Pada setiap sesi akan
mengundang seluruh Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten pada masing-masing
wilayah, estimasi waktu untuk setiap sesi adalah 3 jam 30 menit. Adapun rundown
kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tentative Rundown Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Regional 1, Senin 05 Agustus 2024

Waktu Durasi Agenda Pembicara Moderator
08.30-09.00 | 30 mnt | Registrasi Peserta Panitia
09.00-09.15 | 25 mnt | Pengantar 1. Menko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
5. Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
*masing-masing Kementerian
diberikan waktu 5 menit untuk
memberi arahan
09.25-13.25 | 180 mnt | Persentasi dan dialog: 1. Provinsi Aceh
1. Gubernur 2. Provinsi Sumatera Utara
2. Bupati 3. Provinsi Sumatera Barat
3.  Walikota 4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Selatan
7. Provinsi Bengkulu
8. Bupati dan Walkota yang hadir.
*masing-masing Gubernur diberikan
waktu menyampaikan paparan
selama 10 menit, dan bisa
ditambahkan oleh Bupati/Walikota
bila diperlukan.
13.25-13.30 | 5menit | Kesimpulan dan Penutup Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Total durasi 210 menit (3 jam 30 menit)
Tempat:
1. Luring: Ruang Heritage Kemenko PMK
2. Daring melalui Zoom Meeting
e Zoom meeting ID
e Password

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
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Tabel 2. Tentative Rundown Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Regional 2, Selasa 06 Agustus 2024

Waktu Durasi Agenda Pembicara Moderator
08.30-09.00 | 30 mnt | Registrasi Peserta Panitia
09.00-09.15 | 25 mnt | Pengantar 1. Menko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan
2.  Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
5. Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
*masing-masing Kementerian
diberikan waktu 5 menit untuk
memberi arahan
09.25-13.25 | 180 mnt | Persentasi dan dialog: 1. Provinsi Bangka Belitung
1. Gubernur 2. Provinsi Kepulauan Riau
2. Bupati 3. Provinsi Lampung
3.  Walikota 4. Provinsi DKI Jakarta
5. Provinsi Jawa Barat
6. Provinsi Jawa Tengah
7. Provinsi DI Yogyakarta
8. Provinsi Banten
9. Bupati dan Walikota yang hadir.
*masing-masing Gubernur diberikan
waktu menyampaikan paparan
selama 10 menit, dan bisa
ditambahkan oleh Bupati/Walikota
bila diperlukan.
13.25-13.30 | 5 menit | Kesimpulan dan Penutup Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Total durasi 210 menit (3 jam 30 menit)
Tempat:
1. Luring: Ruang Heritage Kemenko PMK
2. Daring melalui Zoom Meeting
e Zoom meeting ID
e Password

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
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Tabel 3. Tentative Rundown Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Regional 3, Rabu 07 Agustus 2024

Waktu Durasi Agenda

Pembicara

Moderator

08.30-09.00 | 30 mnt | Registrasi Peserta

Panitia

09.00-09.15 | 25 mnt | Pengantar

1. Menko Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

2.  Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Keuangan

4. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

5. Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

*masing-masing Kementerian
diberikan waktu 5 menit untuk
memberi arahan

09.25-13.25 | 180 mnt | Persentasi dan dialog:
1. Gubernur

2. Bupati

3.  Walikota

1. Provinsi Jawa Timur

2. Provinsi Bali

3. Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Provinsi Kalimantan Barat

6. Provinsi Kalimantan Tengah

7. Provinsi Kalimantan Selatan

8. Provinsi Kalimantan Timur

9. Provinsi Kalimantan Utara

10. Bupati dan Walikota yang hadir

*masing-masing Gubernur diberikan
waktu menyampaikan paparan
selama 10 menit, dan bisa
ditambahkan oleh Bupati/Walikota
bila diperlukan.

13.25-13.30 | 5 menit | Kesimpulan dan Penutup

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Total durasi 210 menit (3 jam 30 menit)

Tempat:
1. Luring: Ruang Heritage Kemenko PMK
2. Daring melalui Zoom Meeting
e Zoom meeting ID
e Password
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Tabel 4. Tentative Rundown Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Regional 4, Kamis 08 Agustus 2024

Waktu Durasi

Agenda

Pembicara

Moderator

08.30-09.00 | 30 mnt

Registrasi Peserta

Panitia

09.00-09.15 | 25 mnt

Pengantar

1. Menko Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

2.  Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Keuangan

4. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

5. Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

*masing-masing Kementerian
diberikan waktu 5 menit untuk
memberi arahan

09.25-13.25 | 180 mnt

Persentasi dan dialog:
1. Gubernur
2. Bupati
3.  Walikota

Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Gorontalo

Provinsi Sulawesi Barat

Bupati dan Walikota yang hadir

NoukrwnrE

*masing-masing Gubernur diberikan
waktu menyampaikan paparan
selama 10 menit, dan bisa
ditambahkan oleh Bupati/Walikota
bila diperlukan.

13.25-13.30 | 5 menit

Kesimpulan dan Penutup

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Total durasi

210 menit (3 jam 30 menit)

Tempat:

e Password

1. Luring: Ruang Heritage Kemenko PMK
2. Daring melalui Zoom Meeting
e Zoom meeting ID

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN




Tabel 5. Tentative Rundown Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Regional 5, Jum’at 09 Agustus 2024

Manusia dan Kebudayaan

2.  Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Keuangan

4. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

5. Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

*masing-masing Kementerian
diberikan waktu 5 menit untuk
memberi arahan

Waktu Durasi Agenda Pembicara Moderator
08.00-08.30 | 30 mnt | Registrasi Peserta Panitia
08.30-08.55 | 25 mnt | Pengantar 1. Menko Bidang Pembangunan

08.55-11.40 | 165 mnt

Persentasi dan dialog:
1. Gubernur
2. Bupati
3.  Walikota

Provinsi Maluku

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Papua

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat Daya
Provinsi Papua Pegunungan
Provinsi Papua Selatan

Provinsi Papua Tengah

Bupati dan Walikota yang haddir

©oNoGOA~ONE

*masing-masing Gubernur diberikan
waktu menyampaikan paparan
selama 10 menit, dan bisa
ditambahkan oleh Bupati/Walikota
bila diperlukan.

11.40-11.45 | 5 menit

Kesimpulan dan Penutup

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Total durasi

170 menit (2 jam 50 menit)

Tempat:

e Password

1. Luring: Ruang Heritage Kemenko PMK
2. Daring melalui Zoom Meeting
e Zoom meeting ID

Dokumen ini telah ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN
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